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 Abstrak: Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan 

Barat merupakan BUMD milik Provinsi Kalimantan Barat 

yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang penjualan 

lumbung pangan, penyediaan barang dan jasa dan jasa 

lainnya. Namun belum terdapat pedoman pengukuran 

kinerja dan standar operasional untuk menjalankan usaha 

tersebut. Hal ini dikarenakan banyak aset tetap milik 

perumda yang disewakan kepada masyarakat sehingga 

bertentangan dengan Perda Kalbar Nomor 3 Tahun 2023 

dan menjadi temuan dalam audit kinerja yang dilakukan 

oleh BPKP. Tujuan dilaksanakan PKM ini : 1). 

Meningkatkan peran manajemen Perumda Aneka Usaha 

Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penyusunan 

pedoman audit kinerja;  2). Penyusunan SOP resiko bisnis  

diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mencegah 

terjadinya resiko yang dihadapi oleh Perumda Aneka 

Usaha Provinsi Kalimantan Barat serta sebagai tindak 

lanjut yang belum dilaksanakan. Pelaksanaan PPM ini 

dilakukan dengan berkoordinasi unit terkait. Hasil dari 

kegiatan PPM ini yakni tersusunnya pedoman audit 

kinerja dan SOP pengukuran kinerja. 

 

Abstract: Perumda Aneka Usaha West Kalimantan Province is 

a BUMD belonging to West Kalimantan Province which carries 

out business activities in the field of selling food storage, 

providing goods and services and other services. However, there 

are no performance measurement guidelines and operational 

standards for running this business. This is because many fixed 

assets belonging to Perumda are leased to the public, which is in 

conflict with West Kalimantan Regional Regulation Number 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci :  bisnis, tata kelola, 

resiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 
Vol. 6  No. 2 (2025) pp. 689-697 

 

https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/jurpikat   

p-ISSN : 2746-0398 e-ISSN : 2746-038X 

https://scholar.google.co.id/citations?user=Gw6K0bMAAAAJ&hl=id
https://scholar.google.co.id/citations?user=SXrgTs4AAAAJ&hl=id
https://scholar.google.co.id/citations?user=hVNygaUAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.co.id/citations?user=gDSZ67IAAAAJ&hl=id
https://scholar.google.com/citations?user=KVfejaUAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.co.id/citations?user=q9veJZgAAAAJ&hl=id
http://sinta3.kemdikbud.go.id/authors/profile/6774465/?view=googlescholar
mailto:rizkyadithya59@gmail.com
https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2131
https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/jurpikat
https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/jurpikat


690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: business, governance, 

risk 

of 2023 and is often a finding in performance audits carried out 

by BPKP. The objectives of implementing this PKM are: 1). 

Increasing the role of the management of Perumda Aneka Usaha 

West Kalimantan Province in preparing performance audit 

guidelines;  2). It is hoped that the preparation of business risk 

SOPs can improve performance and prevent risks faced by 

Perumda Aneka Usaha West Kalimantan Province and as a 

follow-up to audit findings that have not been implemented.The 

implementation of PPM is carried out in coordination with 

related units. The result of this PPM activity is the preparation 

of performance audit guidelines and performance measurement 

SOPs. 

 

Pendahuluan  

Adanya pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah dilakukan supaya 

Pemerintah daerah mampu mengurus sendiri urusan rumah tangganya yakni dengan 

mengoptimalkan sumber potensi pendapatan daerah. Guna mewujudkan hal tersebut 

maka perlu tolok ukur untuk menilai kinerja birokrasi pemerintah dalam menilai 

kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan tersebut sulit 

dilakukan mengingat perbedaan sudut pandang pelayanan yang dilakukan 

pemerintah dan masyarakat. Pengukuran kinerja  pemerintah berdasarkan standar 

pelayanan prima, pada sudut pandang masyarakat pelayanan dianggap baik jika 

memenuhi rasa puas mereka. Semakin besar tuntutan masyarakat atas pelayanan 

yang berkualitas maka instansi beserta seluruh jajaran  dituntut untuk melakukan 

pembenahan dalam berbagai sektor pelayanan. Usaha itu ditunjukkan dengan 

berbagai usaha agar pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah agar lebih 

professional dan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Jenis pelayanan yang diperlukan olehimasyarakat yakni usaha lumbung 

pangan serta usaha penyewaan kios untuk UMKM. Seperti yang kita ketahui 

kebutuhan akan pangan dinilai sangat urgen. Setelah pandemi covid-19 banyak 

masyarakat dirumahdinikan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Sehingga 

menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.  Guna 

memenuhi kebutuhan, mereka membuka usaha namun terkendala dengan mahalnya 

penyewaan kios serta tempat yang dinilai kurang strategis. Ditambah lagi yang pada 

akhir-akhir ini harga kebutuhan pangan pasca pemilu 2024 melambung naik sehingga 

menambah beban yang harus ditanggung.  

Perusda AnekaiUsaha ProvinsiiKalimantaniBarati merupakan badan usaha 

milik daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I 

Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah 
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Aneka Usaha Tingkat I Kalimantan Barat.  Namun terkait dengan regulasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan 

bentuk perusahaan daerah terbagi menjadi dua yakni perseroan daerah dan 

perusahaan umum daerah. Maka Perusahaan ini telah berubah nama menjadi 

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. 

Perubahan Status Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah ini 

mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 

Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha beberapa diantaranya dalam bidang 

usaha penjualan lumbung pangan, penyediaan barang dan jasa (jasa penyewaan kios, 

jasa travel, usaha penjualan ATK dan percetakan serta jasa area parkir). Berdasarkan 

(Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi 

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, 2023), dalam mengoperasionalkan 

usahanya harus berdasarkan standar operasional prosedur salah satunya resiko 

bisnis. Namun dalam menjalankan kegiatannya, manajemen Perumda belum 

menyusun Pedoman pengukuran kinerja serta Standar Operasional terkait resiko 

bisnis. Hal tersebut setiap tahunnya selalu menjadi temuan audit BPKP. Hal ini dinilai 

wajar dikarenakan manajemen kinerja mempunyai manfaat diantaranya melindungi 

dan mengamankan aset perusahaan dari resiko signifikan, memberikan kerangka 

kerja manajemen dalam mengantisipasi resiko yang ada pada proses bisnis dan 

mendorong individu di perusahaan agar lebih berhati-hati dan mengoptimalkan nilaii 

perusahaan  dan  para owner saham  (shareholders)  serta  memenuhi harapan pihak 

yang berkepentingan (stakeholders) lainnya (Khristian, 2021).  

SOP dianggap dapat menolong sistem tata kelola lembaga supaya lebih efektif 

dan efisien dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi aparatur negara dan dapat 

meningkat kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan masyarakat dapat 

meningkat (LPMP UIN Banda Aceh, 2022). Manajemen  risiko  berawal dari tahap    

identifikasi,    analisis,    evaluasi,    kelola, pemantauan,  dan  melaporkan  risiko  yang 

ada pada  kegiatan,  fungsi,  atau  proses,  di  mana risiko  tersebut  dapat dimitigasi  

oleh  UMKM  supaya dapat mengurangi  kerugian  dan maksimalkan peluang 

(Pangestuti, Dewi Cahyani, 2024). Manajemen resiko menciptakan keamanan dan 

kenyaman dari setiap layanannya, sehingga dapat meminimalkan tingkat resiko yang 

dihadapi para konsumen maupun pedagang pasar (Iriani, SS, 2021).   

Jika perusahaan menjalankan manajemen risiko, makan akan memperoleh point 

lebih dalam bisnis perusahaan (Pradana, 2014). Jika perusahaan mampu mengelola 

resiko hal itu menjadi kunci penting untuk memperoleh laba laba bagi badan usaha 

https://drive.google.com/file/d/1SrQXA7FkZShf8Woa_2CkearmAOuGgFG0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SrQXA7FkZShf8Woa_2CkearmAOuGgFG0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Fi6UOKuS9IVU4uMvjRUtwdDOAvj_6bjE/view?usp=drive_link
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(Adithya,2022). Selain itu, penerapan manajemen risiko mengatasi masalah 

perusahaan dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

mempertimbangkan keseimbangan para pemangku kepentingan serta menjaga 

kebijakan dan aset kepemilikan perusahaan (Maya, 2022).   

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan khususnya Perumda Aneka Usaha 

dalam menyusun pedoman manajemen resiko serta Standar Operasional agar dapat 

mewujudkan good corporate governance sesuai dengan ketentuan Perda Kalbar No 3 

Tahun 2023.  

 

Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan kegiatan dibutuhkan metode pelaksanaan kegiatan 

PKM sebagai berikut:  

a. Tahapan Perencanaan: 

1. Persiapan/Survey.  

Pelaksanaan survei dilakukan dengan melakukan pemetaan masalah yang ada 

pada suatu organisasi  (Riyani, et.al, 2022). Masalah yang ada pada PKM yakni 

belum adanya pedoman manajemen resiko dan SOP untuk melakukan 

pengukuran kinerja dalam mewujudkan Good Corporate Governance. 

2. Pengantaran surat  

Setelah melakukan pemetaan masalah yang ada. Tim PKM mengajukan surat 

pelaksanaan PKM yang diterbitkan oleh pimpinan Politeknik Negeri Pontianak 

kepada pimpinan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan 

Barat sebagai tempat dilaksanakannya PKM ini.  

3. Pelaksanaan kegiatan PKM 

Setelah pengantaran surat dilakukan, tim PKM menunggu disposisi surat dari 

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan 

Barat dan menyusun jadwal dengan bagian terkait untuk pelaksanaan PKM. 

Metode pelaksanaan PKM ini yakni dengan kualitiatif dengan cara melakukan 

koordinasi  dengan  pihak  yang  terlibat  dalam penyusunan pedoman audit 

kinerja dan SOP Pengukuran kinerja dengan merujuk pada bukti-bukti relevan 

(Adithya, R. 2024) 

b. Tahapan Pelaksanaan:  

1. Pelaksanaan PKM dilakukan dengan melakukan Pendampingan Membuat 

Pedoman Audit Kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja. Seluruh kegiatan diikuti 

oleh pengurus Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat karena mereka 
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mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan prima untuk 

mewujudkan good corporate governance (Nurhikmahyanti, 2017). 

2. Pelaksanaan penyusunan pedoman audit kinerja dilakukan dengan merujuk 

pada Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2020-2024. 

3. Pelaksanaan penyusunan SOP dilakukan dengan merujuk pada pelaksanaan 

yang dilakukan dilapangan yang di triangulasikan dengan Peraturan Daerah 

Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah 

Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dan peraturan yang berlaku 

c. Tahapan Diseminasi  

1. Tahapan diseminasi. 

Perumda Aneka Usaha biasa menyusun SOP, Namun, SOP terkadang tidak 

pernah di kaji dan tidak pernah dijelaskan pada seluruh karyawan. Jadinya 

dalam menjalankan perusahaan jarang dijadikan referensi. Akibatnya karyawan 

bekerja sesuai pemahaman mereka pribadi (Zahrawani, 2021).Diseminasi PKM 

ini  dilakukan bersama dilakukan oleh kepala bidang administrasi  dan 

personalia serta bagian umum dan keuangan terkait semua proses dari awal 

kegiatan sampai akhir pelaksanaan kegiatan PKM dengan cara berdiskusi, dan 

curah pendapat dalam pertemuan. Dari hasil pertemuan dijadikan dasar Mitra 

mengambil kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut;  

2. Perumda Aneka Usaha menjadi mitra Politeknik Negeri Pontianak untuk 

pelaksanaan PKM. Hal tersebut dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama 

antara kedua belah pihak. Adapun tahapan pelaksanaan pada masyarakat dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat, tim PPM 

melakukan survei akan kebutuhan yang diperlukan oleh Perusahaan Umum Daerah 

Selesai
Diseminasi 

Hasil
Pelaksanaan

Pengajuan Surat 
PPM

Survei 
Lapangan

https://drive.google.com/file/d/117cg_tLZOTDazJhImaJ8WKZngxOBsQJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117cg_tLZOTDazJhImaJ8WKZngxOBsQJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_xyqY3pLrIY2m5heS4cu1Dm7ArHrEAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_xyqY3pLrIY2m5heS4cu1Dm7ArHrEAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_xyqY3pLrIY2m5heS4cu1Dm7ArHrEAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7Z3wYkKy-aGo-4bdBK2vBMsHYGL75CQ/view?usp=sharing
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Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sebagai klien dalam PKM ini. Koordinasi 

dilakukan kepada Tim PKM melakukan koordinasi dengan ibu Cornelia Arylucianti, 

SE.MM.Ak selaku kepala Bidang Umum dan Keuangan dan Bapak Rian Fahlevi, S.Sos 

selaku Kepala Bidang administrasi dan personalia. Setelah melakukan survei langkah 

selanjutnya peneliti melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan yakni 

melakukan pengajuan usulan PPM untuk selanjutnya pelaksanaan berupa koordinasi 

dengan pihak yang terlibat untuk memberikan data terkait penyusunan pedoman 

audit kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja. Penyusunan pedoman audit kinerja dan 

SOP pengukuran kinerja dilakukan agar nantinya perusahaan dapat melakukan 

menilai serta memproyeksikan kerugian yang bakal terjadi serta cara mengatasi 

resiko yang terjadi (Yosef, 2018). Adapun adanya standar  operasional  berguna dalam   

mengatur  kegiatan usaha  agar  tertata  dengan  baik sehingga memaksimalkan 

pendapatan sebagai outcome atas kegiatan operasional yang telah dijalankan                               

(Riyani,et.al, 2021).   

Gambar 2. Foto Pelaksanaan PKM dengan Klien 

 

Tim PKM Tim PPM melakukan pengumpulan data terkait data untuk 

penyusunan pedoman audit kinerja dan manajemen resiko berupa Rencana Bisnis 

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, serta data-data 

SOP pelaksanaan usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi 

Kalimantan Barat. Dalam menyusun pedoman audit kinerja berpedoman pada 

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum 

Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Adapun output PKM ini berupa 

pedoman audit kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/117cg_tLZOTDazJhImaJ8WKZngxOBsQJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117cg_tLZOTDazJhImaJ8WKZngxOBsQJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_xyqY3pLrIY2m5heS4cu1Dm7ArHrEAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_xyqY3pLrIY2m5heS4cu1Dm7ArHrEAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpll4RuFr_cjCS3yg0z47somVcu-uzTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZ8ghjtlu5bsB3x3GNBqK4qvKQZ3Ixhl/view?usp=sharing
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPM yang dilaksanakan oleh tim PPM bersama 

Perusahan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Resiko Bisnis 

Guna Mewujudkan Good Corporate Governance sebagai Bentuk Implementasi 

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perusahaan Umum 

Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dengan cara melakukan 

pendampingan penyusunan pedoman audit kinerja dan SOP pengukuran kinerja 

yang diharapkan dapat menindaklanjuti temuan audit kinerja yang dilakukan oleh 

BPKP. 
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